PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL BAJERA 
NOMOR : 32 TAHUN 2022 


TENTANG 


PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA 


Menimbang 


Mengingat 


a. 


PERBEKEL DESA BAJERA 


Bahwa dalam rangka program pelaksanaan penetapan 
dan penegasan batas desa di Desa Bajera 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan 
Perbekel tentang Pembentukan Panitia Penetapan dan 


Penegasan Batas Desa di Desa Bajera 


Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) : 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234), 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Undang — undang 
2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5589), 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717), 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 


Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang 


Pan” 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
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ber dari Anggaran Pendapatan 
aran Negara Republik 


g Bersum 
mbahan Lembaran 


dan Belanja Negara 
2016 Nomor 57, Ta 


ublik Indonesia Nomor 1 
ublik Indonesia Nom 


ri Nomor 111 Tahun 
di Desa 
2014 tentang Pedoman 

(Berita Negara Repu Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2091): 

Dasa i Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedom Desa (Berita 


Negara Republik Indonesia Tahun 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
n Desa (Berita Negara 


tentang Pengelolaan Keuanga 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1): 
Peraturan Menteri Desa 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
rah Desa i 
019 Nomor 1203): 
Desa Pembangunan Daerah 
grasi Nomor 17 Tahun 2019 


tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 


Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261): 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 


1424), 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 
Penggunaan Dana Desa 


tentang Penetapan Prioritas 
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 


2020 Nomor 1035), 
Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 


Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan 
di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2016 Nomor 19): 
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


tentang Musyawa 
Indonesia Tahun 2 
Peraturan Menteri 
Tertinggal dan Transmi 


Menetapkan 
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22. 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 )) 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 52 ), 
Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2017 Nomor 3): 

Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 5), 

Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) 
(Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 05), 

Peraturan Desa Bajera Nomor 06 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
(Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 06), 


MEMUTUSKAN : 


: Membentuk Panitia Penetapan dan Penegasan Batas Desa, 


di Desa Bajera sebagai berikut: 
Ketua :I Putu Sukarata, ST 


Sekretaris : 1 Gusti Agung Made Wisma Dewa 


Anggota 


I Made Sumantera 


(Kawil Bajera Kaja) 


I Gusti Putu Widya Martha Putra ( Kawil BajeraTengah ) 


I Putu Adi Wirawan 
I Gusti Ketut Adiasa 


( Kawil Bajera Kelod ) 


(Kawil Bajera Jero ) 


I Nengah Sukarsa ( Kawil Bajera Sari ) 


I Wayan Rusdianta 


(Kawil Saraswati ) 


EN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 


Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 


Belanja Desa Bajera Tahun Anggaran 2022 


KETIGA : Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 


tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
pada tanggal 14 Pebruari 2022 
PERBEKEL DESA BAJERA 


— 


I PUTYSUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


1. 


2. 
3. 
4 


Camat Selemadeg 

Ketua BPD Desa Bajera 

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
Arsip. 


